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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan rel 

kereta api di Kecamatan Bekasi Timur tidak dapat divalidasi oleh pemilik 

rumah di sempadan rel, dikarenakan sebagian besar pemilik rumah tidak 

memiliki informasi terkait keberadaan sertifikat. Meskipun data dari dinas 

tata ruang menyebutkan bahwa kepemilikan tanah didominasi oleh 

kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, bangunan-bangunan 

tersebut berdiri di area hijau (sempadan rel) yang seharusnya menjadi area 

bebas bangunan, karena punya potensi membahayakan perjalanan kereta 

api. Selain itu penggunaannya sebagai rumah tinggal di sempadan rel kereta 

api bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata 

Ruang yang mengatur serta tidak sesuai dengan batas larangan didirikannya 

bangunan dalam Undang-Undang Perkeretaapian. Kepemilikan Sertifikat 

Hak Milik (SHM) atas bangunan di sempadan rel terjadi karena beberapa 

faktor, antara lain bangunan dibangun sebelum adanya aturan mengenai tata 

ruang dan adanya program PTSL dari pemerintah pusat. Itu diperkuat 

dengan lama waktu penghuni yang rata-rata telah tinggal di sempadan rel 

lebih dari 10 tahun dan telah menempati tanah tersebut secara turun-

temurun. Bangunan di sempadan rel kereta api kemungkinan tidak 

dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG). Itu dikarenakan fakta bahwasanya sebagian 

besar bangunan di sempadan rel di Kecamatan Bekasi Timur merupakan 

rumah-rumah eksisting yang sudah berdiri sejak lama. Kondisi ini 

berpotensi menyebabkan bangunan tersebut dirobohkan karena dianggap 

tidak punya izin. Meskipun demikian, Dinas Tata Ruang menilai 

bahwasanya jika pemerintah ingin melakukan penataan atau 

mengembalikan sempadan rel selaras fungsinya, pembongkaran bangunan 

tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Sebaliknya, hal tersebut 
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harus lewat mekanisme yang sah, yakni dengan mengikuti prosedur 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum atau menyediakan 

penggantian lahan dan bangunan dengan harga yang wajar. Namun, , 

mengingat pemilik tidak dapat memvalidasi secara akurat bahwa tanah 

tersebut adalah miliknya, PT KAI dapat mengambil langkah hukum dengan 

mengajukan permohonan pembatalan sertifikat kepada BPN atau Kejaksaan 

Negeri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan saran, yaitu: 

Pemerintah Kota Bekasi dan PT KAI diharapkan dapat melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sempadan rel kereta api 

mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan keselamatan 

perjalanan kereta api. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus 

merencanakan penataan kawasan di sekitar rel kereta api dengan pendekatan 

yang lebih terstruktur, dan mekanisme yang sah selaras dengan kebijakan 

Undang-Undang yang berlaku. 
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